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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum tentang Penyidikan 

2.1.1 Pengertian Penyidikan 

 Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal 

dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan 

tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan 

bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik. 

 Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan 

bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan 

penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.1 Andi 

Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu: 

2 

a. Ketentuan mengenai alat penyidikan  

b.  Ketentuan mengenai adanya suatu delik  

                                                           
1 Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar 

KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010. 
2 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan 

Putusan Peradilan), (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 18-19. 
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c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara 

d. Memanggil tersangka atau terdakwa  

e. Melakukan penahanan sementara  

f. Melakukan penggeledahan  

g. Melakukan pemeriksaan  

h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, 

dan pemeriksaan di tempat kejadian perkarai.  

i. Ketentuan mengenai penyitaan  

j. Penyampingan perkara  

k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum 

dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan. 

 Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum 

yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk 

menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar 

tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan 

dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau 

opsporing merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa 

terjadi pelanggaran hukum.3 

 Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak 

hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia 

dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima 

                                                           
3 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: 

Alumni, 2012), halaman 37. 
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dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak 

agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat 

bahwa:4  

 “Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu 

oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada 

dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.” 

 

2.1.2 Penyidikan Menurut KUHAP 

 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara 

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan.  

 Penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam KUHAP.Dalam rangkaian melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun 

batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan 

bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

                                                           
4 Estiyarso, t.t., Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan, (Jakrta: Kejaksaan Agung RI), 

halaman 201. 
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diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam 

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan 

bahwa: penyidik adalah : a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.  

  Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal sebelum 

dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan 

memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk 

mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta 

atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat 

dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana 

dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang 

terjadi guna menemukan tersangkanya.  

 Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1982 kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) Pasal 6 Ayat (1), penyidik adalah : 1) Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia. 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-undang. 

 Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b 

memmunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang memunyai dasar hukumnya 



11 
 

 

 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, 

diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negri sipil 

tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan 

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

2.2 Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana 

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana  

 Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya 

merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. 

Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa 

Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh 

sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Istilah tindak 

pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

 Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan 

yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :5 

 Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata 

majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa 

saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah. 

 

 Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan 

pidana yaitu :6  

                                                           
5 Rusli Effendy, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan 

Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hal. 1. 
6 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. hal. 31-32 
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a. Pandangan Monistis 

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan 

syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. 

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 

pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan 

yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan 

(criminal responbility). 

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :7 

”tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum.” 

 

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana 

harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :8 

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).  

2. Diancam dengan pidana  

3. Melawan hukum  

4. Dilakukan dengan kesalahan  

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan 

oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (handeling) 

yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat 

                                                           
7 P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185 
8 Ibid 
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berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab”. 

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh 

Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata (alpa, lalai) dan berkomentar 

sebagai berikut :9 

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yg 

meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan 

pertanggungjwaban pidana (criminal liability) dan mencakup 

kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.” 

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang 

memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 

kesalahan”.10 

Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis 

menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan 

bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan 

pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.11 

b. Pandangan Dualistis 

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya 

pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis 

memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 

Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup 

di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, sedangkan 

menurut pandangan dualistis , yaitu:12 

“Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responbility 

tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak 

                                                           
9 Andi Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250. 
10 Op. Cit., Sudarto, Hlm. 31-32. 
11 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55 
12 Op.Cit. Andi Zainal Abidin. Hlm. 250 
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cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga 

adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.” 

 

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang 

menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :13 

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah “feit 

(tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, 

sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk 

adanya tindak pidana”. 

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai 

berikut:14 

a. Adanya perbuatan (manusia).  

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 

syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana). 

c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 

dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 

fungsinya yang negatif). 

 

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan 

perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan 

tersebut”.15 

                                                           
13 Op. Cit. Sudarto. Hlm 31-32. 
14 Ibid 
15 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54. 
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Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan 

tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup 

pertanggungjawaban pidana (criminal responbility). 

Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:16 

“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak 

pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu 

mampu bertanggungjawab atau tidak”. 

2.2.2 Unsur-Unsur tindak Pidana 

 Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 

pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang.  

 Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 

rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak 

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis 

dan pandangan dualistis, sebagai berikut: 

1.Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana 

harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:  

a. Ada perbuatan  

b. Ada sifat melawan hukum;  

c. Tidak ada alasan pembenar;  

d. Mampu bertanggungjawab;  

                                                           
16 Op. Cit. Soedarto, Halaman. 31-32. 
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e. Kesalahan;  

f. Tidak ada alasan pemaaaf. 

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan 

sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-

undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar pembenar. 

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:  

a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik  

b. Ada sifat melawan hokum  

c. Tidak ada alasan pembenar 

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:  

a. Mampu bertanggungjawab  

b. Kesalahan  

c. Tidak ada alasan pemaaf 

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas 

adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya 

terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu 

mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure 

perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya. 

2. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) 

jenis, yaitu:  

a. Sifat melawan hukum umum Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana 

dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia 

yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.  
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b. Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari 

rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan 

hukum facet”.  

c. Sifat melwan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan 

delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).  

d. Sifat melawan hukum materil Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan 

hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik 

tertentu. 

3. Tidak Ada Alasan Pembenar Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar 

menghapuskan dapat di pidananya perbuatan. 

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana 

itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan 

pelanggaran dimuat dalam Buku III. 

 Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran 

lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 

pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana pidana penjara, tetapi berupa pidana 

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih dominasi dengan ancaman pidana. 

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu 

merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan 
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bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto 

saja. 

 Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan 

pelanggaran itu sebagai berikut: 

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di 

Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 

pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.  

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.  

3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu 

kejahatan atau pelanggaran. 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

 Pengertian penganiayaan bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan 

tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah 

suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang 

dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh. Adapun bentuk atau 

jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, 

kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:17 

A. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini 

diberii kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :  

1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP  

2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP  

3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP  

4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP  

5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP  

                                                           
17 Tongat,2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam 

KUHP,Jakarta; Djambatan, halaman. 67 
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6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 

356 KUHP 

B. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP 

yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka 

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 

 Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  

A. Adanya kesengajaan  

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana 

penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai 

maksud (opzet alsogmerk) Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun 

kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan 

sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan 

sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas 

terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai 

kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap 

akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. 

Artinya perbuatan itu harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya 

sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.  

B. Adanya perbuatan  

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah 

aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk 

melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah 

perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, 

mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.  
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C. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)  

1. Membuat perasaan tidak enak.  

2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.  

3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya 

penganiayaan.  

4. Merusak kesehatan orang. 

2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

Tindak pidana penganiayaan terdiri dalam 5 (lima) jenis penganiayaan yang akan 

penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut18 

A. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP. 

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau 

terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau pengangguan pikiran yang tidak lebih lama 

dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya 

maut. 

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut: 

1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman 

pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  

3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun.  

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.  

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. 

 

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu : 

a) Unsur kesengajaan  

b) Unsur perbuatan  

c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :  

1) Rasa Sakit  

                                                           
18 Tongat,2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam 

KUHP, Jakarta; Djambatan, halaman. 68 
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2) Luka pada tubuh 

d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya 

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat 

sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah 

yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 

90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan 

luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 

351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada 

pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan 

disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan 

kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam 

Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan 

yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian 

penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa 

perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya Kesehatan. 

B. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP  

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau 

berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan. 

1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, 

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 

paling banyak tiga ratus rupiah.  

2) percobaan untuk melakukan pidana 

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah: 



22 
 

 

 

1) Bukan berupa penganiayaan berencana  

2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:  

a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.  

b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.  

c. Nyawa atau  kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 

kesehatan untuk dimakan atau diminum. 

3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau 

pencaharian. 

C. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan 

berencana berbunyi sebagai berikut:  

1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan 

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.  

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun. 

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu : 

1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau 

kematian. 

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat  

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan 

merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban 

yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku 

berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat. 

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian 
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Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu 

bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, 

karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena 

sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan 

kematian. 

 

D. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP  

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:  

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan 

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.  

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga 

menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang 

yang menganiaya. 

E. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP  

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:  

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun. 

2.4 Tinjauan Tentang Anak 

2.4.1 Pengertian Anak Secara Yuridis 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak 

adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.6 Sedangkan dalam pengertian sehari-
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hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapaiusia tertentu atau 

belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. 

 Pengertian anak dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu 

dan tujuan tertentu, sehingga akan ditemui batasan seseorang disebut sebagai “anak” 

menjadi sangat beragam. Misalnya dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

 Menurut Arifin dalam buku Nursariani dan Faisal bahwa makna anak dari 

berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan 

tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa 

anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana 

keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak 

Allah.19 

 Menurut Nashriana dalam Nursariani dan Faisal bahwa batasan tentang anak 

sangat urgent dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar 

dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan 

dapat menghadapi segala tantangan dunia.20 

Menurut undang undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan 

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam 

                                                           
19 Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima. halaman 2. 
20 Ibid 
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lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak 

menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan 

orang tua pengakuan sahnya anak, penyangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan 

serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana 

menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. 

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing masing 

lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap 

perumusan kriteria seorang anak. Perumusan scorang anak dalam berbagai rumusan 

undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan 

yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan 

tujuan tertentu. 

2.4.2 Pengertian Anak Secara Sosiologis 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseoang yang 

lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang diartikan dengan anak anak 

juvenale, adalah seseorang yang mash dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta 

belum kawin, pengertian dimaksud meruapakan pengertian yang sering kali dijadikan 

pedoman dalam pengkaji berbagai persoalan tentang anak, dipandang dari sudut ilmu 

pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya 

didasarkan pada batas usia tertentu, namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan 

lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentinganya 

masing masing, maka sampai saat ini belum ada sesuatu kesepakatan dalam menentukan 

batas usia seeorang dikatagorikan sebagai seorang anak, atas dasar kenyataanya itu untuk 

memperoleh yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai 

aspek sosiologis, psikologis maupun aspek yuridis dalam masyarakat indonesia yang 
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berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa 

anak anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas 

usia semata mata. 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan 

yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak 

sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar 1945 

dan sisi konvensi perserikatan bangsa bangsa hak hak anak dari sisi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh. Dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta 

hak sipil dan kebebasan 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sejalan dengan 

perkmbangan Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku laki 

tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat 

untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut dalam hal ini 

pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak terutama 

untuk menjamin pertumbuhan dan perkmbangan secara optimal. Senada dengan itu pasal 

28 butir (b) Undang Undang dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak 

berhak atas kelngsungan hidup, tumbuh dan berkembang. zaman yang begitu pesat, 

muncul beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai anak. Akan 

tetapi dari berbagai peraturan perundang undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai 

devinisi anak anak dalam perspektif hukum hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai 
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seorang yang belum deawasa atau masi di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai 

seorang yang berada dibawah perwalian perbedaan mengenai anak dalam hal ini 

berhubungan dengan umur dari anak tersebut. 

2.4.3 Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana 

Menurut KUHP Pasal 45 mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum 

berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara 

pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 

tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau 

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan 

sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan 

lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997. 

2.5 Tinjauan Tentang Viktimologi 

 Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, 

hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh 

penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazinya yang bersangkutan dijadikan 

saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan 

bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban 

diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) pada tahap penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.21 

 Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari 

bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu 

pengetahuan.22 

                                                           
21 Bambang Waluyo, 2011, Victimologi Perlindungan Korban, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8. 
22 Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Jakarta: Akademika Pressindo, 

halaman 41. 
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 Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan 

sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. 

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya 

para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan 

kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi 

berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. 

 Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan 

dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan 

dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang 

dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban 

korban kejahatan.23 

 Menurut kamus Crime Dictionary, yang dikutip Bambang Waluyo yang dimaksud 

dengan victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan 

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.24 

 Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain 

yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

A. Ruang Lingkup Viktimologi 

 Viktimologi awalnya berfokus pada studi tentang korban kejahatan (viktimologi 

khusus). Hal ini disebabkan ketidakpuasan beberapa kriminolog yang mempelajari 

                                                           
23 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara 

Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 33 
24 Bambang Waluyo, Op. Cit., halaman 9. 
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kejahatan dari sudut pandang pelaku. Mempelajari perspektif korban kejahatan tidak 

lepas dari mengetahui kejahatan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prediksi dan 

rekomendasi beberapa Konvensi PBB tentang pencegahan kejahatan dan kegiatan 

kriminal. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana tidak hanya merupakan tindak pidana 

biasa atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga 

merupakan tindak pidana non-kriminal atau tidak biasa. Kejahatan khusus secara 

otomatis mencakup korban kejahatan biasa dan korban kejahatan tidak biasa.25 

 Viktimologi seharusnya tidak memiliki batas kaitannya dengan ruang lingkupnya, 

yaitu ruang lingkup hukum pidana dan kriminologi. Viktimologi berfokus pada korban, 

seseorang bisa menjadi korban melalui kesalahan korban sendiri, peran korban secara 

langsung atau tidak langsung dan tanpa peran korban. Keberadaan non-korban dapat 

ditentukan oleh keadaan, yaitu keberadaan, lokasi atau faktor waktu. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa viktimologi memiliki dimensi yang 

menyangkut bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang 

lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang disebut sebagai korban, atau 

“Viktimisasi”.26 

B. Manfaat Studi Viktimologi Bagi Penegakan Hukum Pidana 

 Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam 

mempelajari manfaat studi korban yaitu:27 

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan 

perlindungan hukum.  

                                                           
25 G. Widiartana, 2014, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya 

Atmam Pustaka, Yogyakarta, Halaman 2-3 
 
27 Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, halaman. 39 
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2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak 

pidana.  

3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. 

 Menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya 

penegakan hukum pidana) adalah:28  

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses 

viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman 

tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbulan korban. 

Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan 

represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.  

1. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan 

korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya 

penimbulan korban berikutnya.  

2. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang 

berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk 

menakut-nakuti , melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar 

lebih waspada.  

3. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, 

viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi 

pemberian ganti kerugian pada korban 

 Dalam studi viktimologi orang menemukan deskripsi tentang proses viktimisasi. 

Berdasarkan proses ini, kejahatan lebih dipahami. Pemahaman tentang tindak pidana ini 

diperoleh dengan mengkaji proses pidana dan akibat yang dialami oleh korban tindak 

                                                           
28 Arif Gosita, 2014, Masalah Korban Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman. 20 
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pidana tersebut. Kejahatan dapat diinvestigasi tidak hanya dari sudut pandang pelaku 

tetapi juga dari sudut pandang korban.29 

 Viktimologi juga berperan dalam menghormati hak asasi korban sebagai manusia, 

anggota masyarakat dan warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab dasar yang 

sama serta menempati posisi yang seimbang dalam hukum dan pemerintahan. 

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan 

kejaksaan.30 Viktimologi dapat dijadikan pedoman dalam 

upaya penyempurnaan berbagai kebijakan/undang-undang yang sebelumnya terkesan 

kurang  memperhatikan perlindungan korban.   

                                                           
29 Iibid. hlm 21 
30 Rena Yulia, Op.Cit. halaman. 40 


